
BUPATI ASMAT 
PROVINS! PAPUA SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI ASiviAT 
NOMOR 365 TAHUN 2023 

TENT ANG 

-SALIN AN-

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI 
KOLOF' RRAZA DT KAROPATEN A8MAT TAHON ?.O?.~ 

Menimbang 

BUPATI ASMAT, 

: a . bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Kh11~11~ h::ip-i Provin~i P::imrn mP.m h~rik::in . . . ·- · . . . . ··o . . . . J. .• • 

kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk 
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, JenJang 
dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah 
administratif Provinsi Papua; 

1 1 1 1 1• 1•1 1• TT 1 , /T.,- J 1 • 

u. uanwa peuye1euggaraaH peuu1u11<.cu1 Ui t\..auupaLtH/ t\..ULa u1 
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub­
sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan 
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah 
dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, 
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan 
sesuai dengan perundang-undangan: 

d. bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung 
jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk 
men!!hasilkan sumber dava manusia vane- berkualitas: 

~ ..,,, ..,,, '-J , 

e. bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum 
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan, 
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang 
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua 
niaupun dcngan daerah lainnya. di Indonesia.; 

f. bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber 
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar 
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat 
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing 
dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu 
melaksanakan yang bernilai unggul Asmat; 

g. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar 
mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu 
arhmv;:i nenciirian sekol;:ih: 

J ... , 

h.bahwa ....... . /2 
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h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 
pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g, ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten­
kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Re:m.1hlik Tncfone:siR TRh1m 1 gf,q Nomor 47 TRmh:::ihRn .l • . . ~ • • + ' • • • ~ + • • • ~ • • • • • 

Lembaran Negara Nomor 2097); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), 
~el):::i.g:::i.im:_:in;:i tel:::i.h ctiub:::ih ctene:.:in UndR.ng-Und:;:i,ne Nomor ? 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kcerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupatcn Pcngunungan Bintang, Kabupatcn Yahukimo, 
T.T -l.. • • _ _ ,.___ 'T"-C1---- T.T- l.. •• _ _ ,. _ __ HT - - - --·- Tl' - \..., __ ,_ __ _ 
1'\..cJ.UU}-'cJ.t.c;u .l U1U\.C1..1 a., !'lo..C1.UU}-'C1.t.c;.1.1 n C1.l U}-'C.1.1, i'lo..C1.UU}-'C1.l.c;.1.1 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten 
Wondama di Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
129, T:::imb:::i.h:.:in Lemb:::ir:_:in Neg:::i.r:.:i Rep1.1blik Ind<mesi:;:i Norn0r 
4245); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4?87\: ,, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 4301); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang l'lomor 00 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4438); 

9 . Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sadan 
Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonsia Nomor 4965 ); 
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10. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem 
Penjamin Mutu Pendidikan; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
C' r, ,.., 11\ - - ,_ - - - ; ·-- - ·- - - - ,_ - - - ; -- - -- - ... - 1 - 1- ..J; •• t.. - , _ 1- - ,_ - •• - ·- - 1 - - , ; vL.v'"1"J, -'>CUc:tbi:UUJ.c::t.Ua .::,c;uabauuaua LCJ.ctH UJ.UUc:tU UCUCJ. apa t\..c:LU 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
?.O??. Nomor 14~ T::imh;:ih;=in Lt>mh;=ir;=in NP.tmrn RP.m1hlik 

' ~ L 

Indonesia N omor 6801); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rt>m.1hlik JnrlonP.si::i Nomor SSR7, st>h::iP-::iim::in::i st>h::iP'::iim;=in;::i ...... - . - . - -- . . . - ,, . . o ·. . . - .. t.;, · . 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
IT --l----·- 1\T--a-- n ,-,-,.1-1:1. T.-..l_. ___ ;_ 'T'-l- •• •- nnf""lf""l 1\T-- -·· /I 
\Ll,;LUUctlctU i'fl.,;~ Jct 1'\.1.,;fJUUU.t',. JUUVUC...::>Jct 1ctJ1UU L,VL.L. nvu1v1 ,., 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor i57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803}; 

15. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1 QQ() tPnh::iri<T PPnrlirl;l.r-:::in n-:::a<:>-:::ar ( T Pmh-:::ir-:::in l\TP <Tar-:::i 'l'nh11n ..... _, ..., - .... - ...... """"' ........ b .... _ ........ ......... _ .......... -...... .....,. ---... \ -- ........ __ ... ......_..... ... ' ...... b................... ... .............. _... ... .... 

1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ; 

1 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran 
Neg8rH Nomor 4496); 

18. Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keu a ngan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indinesia Tahun 2005 Norn or 
140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

20 .Peraturan Pemerintah .. .... ....... .. / 4 
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20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 38 Tahun 
2007 tentane Pernba!lian Urusan Pernerintahan antara .._, .._, 

pernerintah, Pemeritah daerah, provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

21. Pera tura11 Pemerintah R.epublik Indonesia Non1or 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar ( Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negra 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036), sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah 
I~· ~ lliti,T T""-. 11 • 11'" 1 • r'T'\1 '°''°'-,n-T ,,-,-,,, 

lDtI lla I'( tgara KtfJUUllK HlUUClt~1a 1 cHlUU ~v .10 l'(UHlUI .10 / J; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peratura.11. Daerah Kabupaten Asmat Nom0r 13 TaJ1un 2016 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 (Lernbara n 
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nornor 13); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nornor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 7); 

27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 76 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah 
K8bl.lp8t~n Asm8.t T8hun 2022Nomor 76) . 

MEMUTUSKAN : 

Mendirikan Sekolah Menengah Pertarna (SMP) Persiapan 
l\T--c-: Tl"" ~1o"' D-- -- ,..i_....__....,, _ _ ,.... ___ .,..,,,...,-,_,.., .;,... ..... .,.-b ___ ,..,.",_, __ _ 
.I., '"'5 ii J.~U.1. .I. LJJ. a.L,Q. \ .. H,J.J.5a.J.J. _p\.,J.J.a.u55u.J.J.5 JO. VY a. .P'--J.J.5\.,.1.VJ.Q.Q.J.J. 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asrnat. 

Penanggungjawab pengelolaan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Persiapan Negeri Kolof Braza dalam DIKTUM KESATU 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
1 . MPnV11~11n nP.rPnr:::in~:::in nPmh~n.1:rqn~n ~:::i r:::i.na n~n . ..I ·- - . .. .. • • • - - . . . ; ... - • • • . <:) . 

prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat 
keras dan lunak serta sertifikasi lahan area Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Persiapan Negeri Kolof Braza 
dan kegiatan-kegiatan lainnya; 

2 . Melaksa nakan tugas pembinaan, pendidikan dan 
pengajaran formal m elalui program dan kegiatan 
pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional; 

3 .Berkoordinasi .......... . .. / 5 
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3. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait 
lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun 
Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, 
pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Persiapan Negeri Kolof Braza; 

4. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan 
pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Persiapan Negeri Kolof Braza dimulai pada tahun ajaran 
2023; 

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati 
As mat. 

: Hal-hal yang belum diatur Pada Keputusan Bupati ini akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri. 

: Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya 
Keputusan ini dibayarkan berdasarkan pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten 
Asmat Tahun Anggaran 2023. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Agats 
Pada tanggal, 09 Agustus 2023 

RlJPATT ASMAT 

ttd 
ELISA KAMBU 



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT 

DINAS PENDIDIKAN 
Jalan Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777 

Email : email@dikmudora-asmat~ I Website:http://dikmudora-asmatkab.org 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN ASMAT 

1\T(")~,f(")O 1 ()() Tl\ UT TN ')()')3 1~v1v1v1, i.-::,v 1ru1v1 ~v~ 

TENT ANG 

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI 

Menimbang 

KOLOF BRAZA DI ~A...BUPATEN ASMAT TA.'!UN 2023 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT, 

; cL Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan 
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk 
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan 
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif 
Provinsi Papua ; 

b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di 
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub 
sis tern pendidikan nasional dilaksanakan dengan 
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh 
U---1-- - TT-d.-, .,-.- l\T - --- 01 '1"- t... .. - f'\nn1 •--•an- n._Q ___ ; 

UUdH~-uu cui~ nu111u1 ~ 1 l cUlUll ~vv 1 LC:lll' 1~ VL 11UUU 

Khusus bagi Provinsi Papua ; 

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan 
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, 
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan 
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab 
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas ; 

e . Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum 
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan, 
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang 
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua 
maupun dengan daerah lainnya di Indonesia; 

f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber 
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar 
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat 
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan 
melalui pendidikan yang berrnutu sehingga perlu 
melaksanakan yang bemilai unggul Asmat ; 

g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar 
mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu 
adanya ljin Operasional sekolah ; 

h. Bahwa untuk .... /2 
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h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Asmat. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten 
r'\+." ___ ~..; n--.... ~-n~ t-~-- D--- .... IT --h--~- l\T-gn-- Tnt...,,- 1nt::.o 
VlVllVUl Ul r1vvu1;:s1111ct11 UGlld.l \1...,c;lllUGl.lGt.11 l"lC Gt.let. GlllUl.l .l7V7 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) ; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarong 
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan 
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, 
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven 
Digoei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten 
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4245) ; 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Negara Nomor 4310) ; 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
')(\(\11 N,.,,..,..,,....,. ~~ 'l''>mh,-,h,-,.-. T on-,h,, ... a .... !\Tan,,,.,.,., l\Ton-,r>-r 42QO\ . 
LtVV"i' 1 V.111V.1 vv, J.Q..11.J.UQ. J.Gl.J.J. J.J\,....1.11.UQ..l 1.1 l.'1\...,f:,Gl.lCl. .1'1 J.1.J.\..J.J. \..J.JJ ' 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
n,..~,,. .... (T 9.,.,...,b ............. 1\l9,vn .. n 'l'n\...,,n f)(")(H:;: N,.. ........ ,.. ... 1J.S7,' T~J.rnha..""hJ.J.~n 
.L.IVOC.1J. \J...J\;,Ul cua.J.J. nc5a.J.a. J. GlJ.J.U ,L,VVv V1J.1Vl ~ i - ££- ~ 

Lembaran Negara Nomor 4586) ; 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang 
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 
35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang 
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); 

11. Peraturan Pemerintah ..... /3 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang 
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 
37, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3413); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga 
Pendidikaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ; 

13~ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran 
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3485) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ; 

15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 Ten tang Guru 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4941) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) . 

MEMUTUSKAN 

ljin Operasional Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Persiapan 

Negeri Kolof Braza dengan penanggung jawab pengelolaan 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat. 

Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan 

Negeri Kolof Braza (SMP) dalam DIKTUM PERTAMA 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan 

pengajaran formal melalui program dan kegiatan 

pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional; 

2. Berkoordinasi dengan instansi dan lem baga terkait 

lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun 

Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, 

pendidika n dan pengajaran pada Sekolah Men engah 

Pertama Persiapan Negeri Kolof Braza ; 

3. Membuka secara resm1 kegiatan pendidikan dan 

pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama Persiapan 

Negeri Kolof Braza dimulai pada tahun ajaran 2023 ; 
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4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati 

Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat. 

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan m1 

akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Agats 
Pada tanggal : 08 Agustus 2023 

Salinan Keputusan ini disa mpaikan kepada Yth. : 
1. Departemen Pendidikan Kebudayaan ,Riset dan Teknologi ; 
2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats; 
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats; 
5. Kepala BP40 Kabupaten Asmat di Agats; 
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats; 
7. Pertinggal. 
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